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ABSTRAK

Proses pemberian fasilitas kredit, akan selalu diikuti dengan perjanjian
jaminan atau disebut dengan perjanjian accessoir (tambahan) yang timbul ketika
terjadinya perjanjiag I any Blnjam meminjam antara

pemberian
T) dibuat
anggungan
na SKMHT
pada proses
reditur tidak

perlindungan

hukum terhael@ Jengan \ K difingkatkan pada
proses pengikatan Ha Ja SKWMIHT yang tidak
dapat ditingkg af . S ata : ol " tode penelitian
yang digunz h jenis i 0bs ional research
yaitu dima jauan ketempat

ancara secara
ab*deskriptif analisis
am kurun waktu
a pengumpulan
49? Jan Surat Kuasa
an pada proses
k Ta a PT.ABank A Harta Mandiri.
Bank dalag . 1 SKMHT sebagai

langsung, sedlg
yaitu menjelaslse

yang menjadi jamB
berlakunya yang me
pengikatan Hak Tanggung
debitur yang wanprestasi.

Perlindungan hukum terhadag gttur yang dapat dilakukan yaitu dengan
mangajukan gugatan keperdataan pada Pengadilan Negeri setempat dengan bukti
adanya pengikatan perjanjian kredit antara bank dan debitur sehingga objek yang
dijadikan jaminan dapat di eksekusi. Faktor SKMHT yang tidak dapat
ditingkatkan pada proses pengikatan Hak Tanggungn vyaitu terlalu lamanya masa
pembuatan APHT yang mengakibatkan habisnya jangka waktu berlakunya
SKMHT mengakibatkan batalnya demi hukum SKMHT tersebut. Artinya
SKMHT yang seharusnya menjadi jambatan untuk pembuatan APHT tidak dapat
digunakan.

digunakan pada proses
engeksekusi objek jaminan

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

Xi
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ABSTRACT

The process of providing credit facilities will always be followed by a
guarantee agreement or called an accessoir agreement (additional) that arises

prtgage Rights.
the process of
3 thesis is an
arried out by
3 . - with ollection tools,
namely dire iews, e 'nature of tt eagieh is descriptive
i ini e rcher. within a

the context of
aR0wer of Attorney

1 ‘c' cess of binding

certain peric
collecting d

for Imposin
Mortgage. A 'S ank Bration Assets.
Banks A edit o 58 Mdke pas @ybridge in making

APHT. The va - ' omes a barrier in

factor that cannot be increased in the ess of binding Mortgage Rights is the
length of time for making the APHT which results in the expiration of the validity
period of the SKMHT resulting in the cancellation of the SKMHT by law. This
means that SKMHT which should be a bridge for the manufacture of APHT
cannot be used.

Keywords : Legal Protection, Power Of Attorney To Impose Mortgage
Rights (SKMHT), Deed Of Encumbrance Of Mortgages (APHT).

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

perseorangafyda Im, st ga di : alg sangat besar

untuk meningk ; ia ) rﬂ’ keperluan akan

dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah :
“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat ( rakyat bank).”

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah

kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang
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asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat
perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya

berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan

perekonomian di edudukannya, baik
untuk us rodd $ 3ara mandiri
karena [ Widiyono,
2006 : 7)

Sals

SO

S RN

e
D
;|
o
g
[oX
@D
=3
g
=
o
QD
>

e
>
-
-~
&

lembaga p

kegiatan pe
kredit perbd
pemberi pi
berhutang.
perjanjian kret
kreditur. Perjanj

dalam perjanjian,

g
(

2005 : 7)

Perjanjian kredit dibuat secara Kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam

yang diatur dalam Buku Il KUHPerdata Pasal 1754 :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula”
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Ketentuan mengenai berakhirnya atau hapusnya sebuah perikatan yang

diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata berlaku juga untuk perjanjian kredit. (R.

Subekti & Rachmadi Usman, 2003 : 261)

harus diperh@ eh bank. U { gisebut, sebelum
memberika g g elakuk an v gksama terhadap

watak, kemampuan, madal Jagunar N | gkPusahiardasifdebitur. Apabila

nasabah untuk mengetahui karakteristiknya terkait dengan masalah kewajiban.
Kedua, Ability (kemampuan) untuk mengajukan kredit nasabah harus
menyatakan apa tujuan dari penggunaan kredit yang diminta tersebut. Oleh
karena itu, bank harus mempelajari kemampuan nasabah dalam mengelola

proyek yang dibiayai dengan kredit. Ketiga, Capital (permodalan) dengan

menganalisis laporan keuangan yang disampaikan nasabah, pada umumnya bank
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mewajibkan nasabah menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun
terakhir. Keempat, collateral (agunan) yang keempat pada dasarnya merupakan

evaluasi atas jaminan atas barang yang akan dijaminkan oleh nasabah kepada

bank. Evaluasi ‘“‘ 2RgaN ‘ oduk, jika di masa

:‘ ‘ ‘\\\‘ .a k tersebut
dapat meltinas i 3 ; Dspek (calon
nasabah) ¢ c la i ‘J asi oleh bank
untuk menge .. a-di : siidilakukan dari
berbagai a
faktor yan ha e 2 amono, 2009 :

158-161)

Pada dasarnya pemberian kredit dapatl diberikan oleh siapa saja yang memiliki
kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang
(kreditur) disatu pihak dan penerima utang (debitur) di lain pihak. Perjanjian
utang piutang ini disebut sebagai perjanjian pokok. Sedangkan perjanjian

jaminannya merupakan perjanjian ikutan yang memiliki karakter accessoir,



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

artinya perjanjian jaminan selalu dikaitkan dengan perjanjian kredit sebagai
pokoknya. (Hermansyah, 2005 : 118)

Jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan

dengan Kkre . : bendaan yang
objeknya : 1de itur maup : alfl kesanggupan
pihak ketiga itk meme cewajiba ebitur. (Djuha \#88an, 1996 : 206)

Kegi : 2mh: ; o] glam memberikan

pemberian pinjaman harus memperhatiakn asas keuntungan dan asas keamanan
terhadap bank dalam melakukan kegiatan pinjam-meminjam. (H Salim, HS &
Nurbani, Erlias Septiana, 2013 : 26-27)

“Sri Soedewi Masjhone Sofwan, dalam bukunya yaitu Mengatur konstruksi
yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan
menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan
demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi
lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Adanya lembaga jaminan kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga
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kredit dengan jumlah beasr dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang
relatih rendah”.

Pinjaman tidak menggunakan jaminan hanya meningkatkan risiko yang

sangat tinggi terhadaps bank. Karna itu bank Jaatus mampu memadukan

.t ““@ annya juga batal. Keempat,
perjanjian tambahan ikut bera dlihnya perjanjian pokok. Demikian
pula dengan pembuatan perjanjian jaminan atas benda milik debitur selalu
dikaitkan dengan adanya suatu hutang tertentu. Perjanjian jaminan tidak dapat
berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok. Dalam
praktek, Bank sebagai kreditur setiap memberikan fasilitas kredit kepada debitur

selain menggunakan perjanjian tambahan juga selalu diikuti dengan membuat

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disingkat
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menjadi SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (untuk selanjutnya
disingkat menjadi APHT) untuk jaminan yang besifat benda tidak bergerak. (M.

Khoidin, 2017 : 37-38)

Perjanjian ac perjanjian a . poan kreditur, bukan

ARLLAAS S LT

anaL

tanggungan
adalah akts APHT wajib
ditandatangs A sesuatu sebab

yang menye APHT maka ia

Ankaky

wajib menu & yang berbentuk

akta otentik.

dalam proses balik nama atau sedang proses roya menyebabkan APHT tidak dapat
dibuatkan saat itu. SKMHT memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur
karena SKMHT tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir karena sebab
apapun, kecuali karena telah digunakan atau karena telah habis jangka waktunya.
SKMHT yang telah habis masa berlakunya menyebabkan SKMHT gugur

demi hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996
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Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan
dengan Tanah, pasal 15 ayat (2), (3), (4), (5) :

Pasal 15 ayat (2). Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak

anggungan
uti dengan
@1-' ambatnya 3

a

mengeksekusi obyek jaminan benda tidak bergerak milik debitur wanprestasi.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas telah mendorong penulis untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur dengan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak dapat ditingkatkan
pada proses pengikatan Hak Tanggungan. Berdasarkan Perjanjian Kredit

No. 49 Tahun 2016 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat HARTA MANDIRI.”
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B. Masalah Pokok
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan

masalah sebagai berikut :

ﬂu““‘
o

b. Dapat menjadi informasi untuk kreditur dalam memberikan fasilitas
kredit kepada nasabah. Ketika bank mengalami situasi pada saat
SKMHT vyang tidak dapat ditingkatkan pada proses pengikatan hak
tanggungan dan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat

dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penulis teliti.



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan kerangka teori atau pedoman untuk penulis

gunakan dalam membuat penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis bukan hanya

mengambil dasa A tetapi juga asas-asas

““m“‘ .’0 gikan  dan

erupakan asas

orang diberi

itu (vide Pa QQ
Menurut GU . 2‘7{]_’[5,‘ astian hukum memiliki empat
aspek utama: Pertama, hukum yang sebenarnya adalah perundang-
undangan. Kedua, hukum itu faktual, artinya berdasarkan realitas.
Ketiga, fakta-fakta ini harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari
kebingungan dan memudahkan penerapannya. Keempat, undang-

undang yang sebenarnya sulit diubah dengan mudah. (Dominikus Rato,

2010 : 34)
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Berdasarkan Utrecht, ketepatan yuridis melingkupi 2 pengertian,
Pertama, peraturan luas yng memberi tahu individu tentang kegiatan

mana diperbolehkan & apa yng tidak, dan Kedua, personal dilindungi

secara N aki ke cnang Ao emerintah, karena ada

\ | A
‘ ‘ ‘\m“‘ .90 egara dapat

norma lain. Kepastian hukum menunjukkan bahwa undang-undang itu
jelas, permanen, konsisten, dan dilaksanakan secara berurutan,
pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kondisi moral, tetapi sebenarnya
merupakan ciri hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil
bukan hanya hukum yang buruk. (Abdul Kadir Muhammad, 1990 :204-

205)
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Doktrin kepastian hukum bersumber dari doktrin doktrin hukum.
Doktrin tersebut berpijak pada aliran pemikiran positivis dalam dunia

hukum. Aliran ini cenderung memperlakukan hukum sebagai hukum

ain adalah kumpulan

\“‘ .a‘ menjamin

n yang saling
. Dengan kata
sekaligus tolak

ulai. Sekaligus

regulasi itu sendiri. Begitu pula ketika nilai guna diutamakan, nilai guna
akan mentransfer nilai kepastian hukum dan keadilan, karena untuk
nilai guna yang penting hukum adalah nilai keadilan, dan nilai
kepastian hukum dan kemanfaatan dialihkan. Oleh karena itu, dalam
penegakan hukum, masalah ini harus dijaga keseimbangannya. (M.Agus

Santoso, 2014 : 76)

12
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Seperti yang dijelaskan diatas kepastian hukum dapat memberikan
hak dan kewajiban bagi para pihak. ketika salah satu pihak tidak

melaksanakan perjanjian terjadilah kerugian bagi salah satu pihak, maka

preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak
tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

kedamaian. (Sudikno Mertokusumo, 2009 : 41)

13
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Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) yaitu:

L E) Sk

»
v
e

%
\ ¥,

ﬂ%

A

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum melindungi hak

asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu
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memberikan kepada masyarakat semua hak yang diberikan oleh hukum.
Hukum tidak hanya dapat fleksibel secara adaptif, tetapi juga dapat

berfungsi untuk memberikan perlindungan prediktif dan antisipatif.

i‘\ 3
Q
]

N

NN VL B

Berdasarkan Satjipto ~Rahardjo, asas perlindungan hukum
merupakan mengasih perlindungan kepada individu yang mengalami
kerugian oleh sebab apapun yang dilakukan individu atau badan hukum,
yang diatur dalam Undang-undang agar semua individu atau badan
hukum dapat menikmati perlindungan yang diberikan. Sedangkan

menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan segala tindakan
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hukum yang memberikan rasa aman, baik secara fisik atau mental yang

dilakukan aparat hukum agar masyarakat terhindar dari berbagai

ancaman yang dilakukan oleh pihak manapun. (Satjipto Raharjo, 2000 :

terlambat, melakukan sesuatl yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan. (Moch. Isnaeni, 2016 : 112)

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, yang
berbunyi:

“Si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi

perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
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E. Konsep Operasional
Beberapa konsep yang ingin penulis jelaskan yaitu :

Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan terhadap individu

p individu atau badan

pelimpahan Kew@nangan dari debitor ats " padal kreditor berupa
pemberian Kila ] e : ebendaan. (Hery

Shietra, 201

undang nomor 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok-pokok agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dangan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain”.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ajaran konvensional atau ajaran Islam,
dan usaha tersebut tidak menyediakan jasa usaha pembayaran. (Gatot

Supramono, 2009 : 47)
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F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis observational research, dimana penelitian ini

Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan
Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota
Pekanbaru beralamat di JI. Naga Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan memilih lokasi penelitian
ini karena telah melakukan survey kelapangan untuk berkonsultasi mengenai

penelitian yang sedang penulis teliti pada saat ini.
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c. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah total objek yang akan diteliti dengan karakteristik

yang sama. (Syafrinaldi, 2017 : 15), responden adalah orang yang telah ditentukan

a e

"'p Persentase
1
:r 100%
]
F' \Cl
‘ 100%
fe
‘ 100%
!
100%

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu :

a) Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara langsung
terhadap pihak-pihak terkait, sehingga data yang diperoleh oleh
penulis didapat secara langsung dari para pihak.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang

mana meliputi buku, dokumen, data arsip dari instansi pemerintahan
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dan swasta, Undang-undang, peraturan menteri negara agraria,

macam-macam perjanjian, dan akta-akta Notaris/PPAT berhubungan

dengan penulis teliti. (Syafrinaldi, 2017 : 14-15)

pempelajari

BPR Harta
penulis teliti. Dan
. semi struktur

@ langsung yang

Jan para pihak
analisis dan

an teori-teori yang

khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan yang
disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik
berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang
umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat

para ahli yang tertuang ke dalam tinjauan kepustakaan.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

and engan istilah

=4
iNduRgi, sedangkan
4

peraturan yang ada.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum

itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,
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ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Sudikno Mertokusumo, 2009

1 41)

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah
yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban
dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

22



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan
kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum

manusia memiliki ; ajiban 1k nae 9 indakan hukum

upaya A A 3 gliihgga dapat
memberi

yang melakilk

AN

masyarakat

fleksibel se

AsNaAEy

perlindunganipge an aniIsIe - arluke reka yang secara

sosial, ekono an be ghdapatkan keadilan

adalah perlindungan yang diberikan képada badan hukum berdasarkan undang-

undang, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan),

baik secara tertulis maupun tertulis dalam rangka penegakan undang-undang.
Perlindungan hukum vyang diberikan kepada warga negara Indonesia

berdasarkan asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia

berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan asas negara atas dasar Pancasila.
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B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit dan Jaminan
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Pernjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu

pihak berjanji -' i a dua orang atau dua

pihak i ‘ B \Q\“‘ .Ga

dan “trust”) . Dapat dikataka : g pahwa kreditur (yang memberi
kredit lazimnya bank) dalam pbungan  perkreditan dengan  debitor
(nasabah,penerima kredit) mempunyai kepercayaan , bahwa debitor dalam waktu
dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan
(membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Kredit berarti kepercayaan. Akan
tetapi, dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya

sehingga kepadanya dapat diberikan kredit. Dalam dunia bisnis, kredit juga
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mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit
yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada

umumnya kata kredit diartikan sebagai berikut : “kesanggupan akan meminjam

uang atau ke sag a0g atau memperoleh

aly \
‘ H‘Q\‘ .Qé ) clak.” (A

hakikatny;

ketentuan

‘; pk yang satu
Ubarang-barang
S\, a pihak yang
...... balikanese ) alla dari macam

@ ﬂ erupakan perjanjian yang

konsensual sifa an kredit ditandatangani oleh
bank dan nasabah; um berhak menggunakan atau
melakukan penarlkan redit.  Atau  sebaliknya  setelah
ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah
menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit
sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah untuk dapat menarik
atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung
kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam
perjanjian kredit.

b. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat
digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu
oleh nasabah, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang pada
perjanjian pinjam- meminjam uang. Pada perjanjian kredit, kredit
harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam
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perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu
menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit
secara sepihak, artinya nasabah bukan merupakan pemilik mutlak dari
kredit yang diperolennya berdasarkan perjanjian kredit itu,
sebaglmana blla seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian
eqiijam uang. Dengan kata perjanjian kredit bank

e ' |nJam meminjam

o ‘mmu’@ % B i

uang biasa,
reditur pada
A cara debitur

a. Intruksi g

Kebijakan d & m,)_ Oktober 1966 juncto Surat

Ederan Bank N ‘mﬁ&“‘ Nomor 2/539/UPK/Pemb.

Tanggal 8 Oktober fiaran Bank Negara Indonesia Unit |

. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi
Presidium Kabinet Nomor 10/EK/ 2/1967 tanggal 6 Februari 1967,
yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit
dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas
antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya.
Jelas bahwa dalam pemberian kredit harus diikuti dengan perjanjian
atau akad kredit.

b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR
dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31
Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan
bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon
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kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit). (Gatot
Supramono, 2009 : 31-35)

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya,

maksudnya si pembertigkredit percaya kepada si pepekima kredit, bahwa kredit

antara bank
injam untuk

resiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam
terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya. (H. Salim. HS, 2016 : 23)
2. Klausal-klausal dalam Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (standard contract), di
mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan

dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu
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bentuk tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-
syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah

umumnya

a.
fngéhai judul atau
al ﬂ' akan dengan
jam uang, dan
‘, Mjian yang telah
cligela aldd atau surat itu

. terlebih dahulu
identitas, dasar

gfifadakan perjanjian
anddianggap sah bila

harus memuat hal- ha 2 a dengan batas maksimum kredit,
bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali
kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause, dan pilihan hukum serta
penyelesaian sengketa. (Gatot Supramono, 2009 : 72)

Klausul-klausul dalam perjanjian kredit bank dimaksud merupakan upaya
kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah sebagai debitur

keduanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-
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masing, klausul tersebut adalah sikap/tindakan dari bank untuk melaksanakan
prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

3. Jaminan Kredit

Istilah j Ja ' agunan tecantum pada

‘ ‘ “‘i‘“ .Qg bahan atas

bitur kepada

pembiayaan

(dua) macam

yaitu aguna A ambaha afl¥, 2008 : 68).

Pasal 1131 KUHPerdata akan, bahwa segala kebendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala
perikatannya perseorangan. Dari pasal 1131 KUHPerdata tersebut, berarti
seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan utang

debitur kepada semua kreditur baik yang sudah ada pada saat perjanjian kredit

maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitur
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setelah perjanjian kredit diadakan. (Gatot Supramono, 2009 : 28)

Tujuan jaminan kredit adalah untuk menghindari terjadinya wanprestasi,

untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh bank. Tanah dapat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan
Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.
4 Thun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Deserta Benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, adalah:
“Hak tanggungan atas tanah deserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

jualnya jika
tau sebagian
m. HS, 2016

salah satu jJEpis a 3| atakan dengan
tegas, adalafif |a 1 yang la ari sua : g Agadhana tercantum
pada Pasal
2. Obye
Pada dasa

all jaminan utang,

inan atas tanah,

cidera janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual;

c. Termasuk hak yang didaftar menurut peraturan tentang pendaftaran
tanah yang berlaku, karena harus dipenuhi syarat publisitas;

d. Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu Undang-undang.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan telah

ditunjuk secara tegas bahwa obyek hak tanggungan atas tanah yang dapat
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dijadikan jaminan utang. Ada 5 (lima) jenis hak atas tanah yang dapat dijaminkan

Hak Tanggungan yaitu:

a. Hak Milik;

g
\\‘*‘

rdiri dari pemberi dan penerima

(Boedi Harsono, 2005 % ’ . ‘
Mengenai subyek hak
pemegang hak tanggungan. Subyek hak tanggungan diatur dalam pasal 8 sampai
dengan pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan.
Pasal 8
1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan.

2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak
tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada
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pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan
dilakukan.

Pasal 9

“Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum

pacai pihak yang b

ng sebagian
a hak jaminan
yang kuat fdag I membe : i - pihak yang

berkepenti

1. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang
yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang;

2. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

3. Apabila obyek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan
tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan
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dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang
bersangkutan.

Dalam pasal 11 ayat (1) UUHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib

dicantumkan, nama gdan identitas pemegang dangpemberi hak tanggungan,

Undang-undz < ak goungan yang dibuat

oleh PPAT . : isternatis a_pendaftaran adalah

2. 2 ( : & setelah penandatanganan Akta

ayat (2), PPAT wajib mengtfimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor
Pertanahan;

3. Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah
Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah
yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut
pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;

4. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap
surat- surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh
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itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi
bertanggal hari kerja berikutnya;
5. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (H. Salim. HS, 2016 : 179)
Kepastian tangg

buku tanah sebagaimana tegsebut di atas dimaksud agar

ggungan itu

ggungan dan

afng-Undang Hak
n adalah tidak

hak tanggungan

: : kan penetapan peringkat
oleh ketua P8 a ?! nm“*

4. hapusnya hak ata @ibebani hak tanggungan.

b. Hapusnya hak tanggungai karena dilepaskan oleh pemegangnya
dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai
dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak
tanggungan kepada pemberi hak tanggungan.

c. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan
berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri terjadi
karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak
tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan
dari beban hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

d. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang
dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang
dijamin.
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Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, pembersihan hak

tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan hanya akan

dapat dilakukan apabila sebelumnya pembeli hak atas tanah yang bersangkutan

tanggunga

para pihak

dari beban

a. Eksekusi putusan ial
membayar sejumlah uang-48alni diatur pada Pasal 196 HIR.

b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu
perbuatan. Ini diatur dalam pasal 225 HIR. Orang tidak dapat
dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Tetapi,
pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan
yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

c. Eksekusi rill, yaitu merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan
kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi rill
itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama
menuju seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang
bersangkutan.

d. Eksekusi parate (parate executie), yaitu merupakan pelaksanaan
perjanjian tanpa melalui gugatan atau tanpa melalui pengadilan. Parate
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executie lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan executie
menggungakan titel eksekutorial, karena tidak menanggung biaya
untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada ketua
pengadilan negeri. Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya
parate executie manakala debitur wanprestasi, yang digunakan sebagai
sarana Yyaa@msangat baik demi penygslaian terhadap kebutuhan

mestinya, W3 8 567 . d 3 (tiga) kali
berturut-tu | gfitang tata cara
eksekusi halkite £ i hak' t: 8 dilikan dengam 3
(tiga) cara, yal

k menjual hak
elangan umum
2njual obyek hak
satu perwujudan
pemegang hak

. Eksekusi atas titel eksekUtorial yang terdapat pada sertipikat hak
tanggungan yang tercantum sebagai irah-irah pada sertipikat tersebut,
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada kekuatan eksekutorial
pada sertipikat hak tanggungan, sehingga ketika debitur cidera janiji,
terhadap obyek dalam sertipikat hak tanggungan tersebut siap untuk
dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Eksekusi di bawah tangan, adalah penjualan obyek hak tanggungan
yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, berdasarkan
kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini
akan diperoleh harga yang tertinggi. (H. Salim. HS, 2016 : 190-191)
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Jadi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai tiga senjata yang
dapat digunakan dalam mempercepat pelunasan piutang, yaitu eksekusi secara

paksa dengan bantuan pengadilan negeri, parate ekseskusi, dan penjualan di

pencoret

hal sebaga

in  pernyataan,
ailg berkepentingan

o E’ an kepada ketua
fmeliputi tempat hak
P13 abila permohonan
sedang diperiksa
put harus diajukan
eriksa perkara yang

kantor pertana
putusan pengadilan
:191-192)

ang bersangkutan. (H. Salim. HS, 2016

Setelah menerima permohonan tersebut, maka kepala kantor pertanahan
melakukan pencoretan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
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D. Tinjuan Umum tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT)

Di samping bertugas membuat akta pembebanan hak tanggungan dan

gas untuk membuat

SKMH##adalah pernyataan pemberis 18 gpiken oleh pemberi
hak tanggun am bent 1ta | dan dihadapan

notaris atau : < , an aktu melakukan

tanggungan, tetapi hanya meminta surat kuasa membebankan hak tanggungan
yaitu:

1. Biaya pembebanan hak tanggungan sangat mahal sehingga membebani
debitur. Biaya-biaya pembuatan akta perjanjian kredit, APHT, dan biaya
provisi dibebankan kepada debitur, sehingga untuk kredit dengan nilai
kecil debitur meminta bank tidak segera memasang hak tanggungan
melainkan hanya mengikatnya dengan SKMHT.

2. Tanah yang menjadi jaminan hak tanggungan belum terdaftar atau belum
bersertipikat, sehingga tidak bisa di pasang hak tanggungan. Sementara
pendaftaran atau pensertipikatan tanah masih dalam proses yang biasanya
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memakan waktu lama sehingga bank mengikat debitur dengan SKMHT
dan APHT akan dibuat setelah sertipikat terbit. (M. Khoidin, 2017 : 87)

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas TapalmBeserta Benda-Benda yang@Berkaitan dengan Tanah,

berbunyi :

dapat ditarik
juga kecuali
a telah habis

an pembuatan
(satu) bulan

4. ngenai hak atas
pembuatan Akta
a 3 (tiga) bulan
5 (3) dan ayat (4) tidak

peraturan perundang- yang berlaku.

Dasar hukum mengenai penetapan batas waktu penggunaan SKMHT
selain terdapat pada Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Tanggungan.
Berbeda dengan ketentuan khusus sebagaimana tercantum padal pasal 15 ayat (5)
UUHT yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)
tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu,

seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4
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Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit

Tertentu (Permen Agraria). Salah satu jenis kredit yang dikecualikan menurut

Permen Agraria ipifadala alit.D if van eh Bank Umum dan

pokok. Perjanjian APHT merupakan perjanjian antara pemberi hak tanggungan
dengan penerima hak tanggungan yang dalam hal ini adalah kreditur dalam
perjanjian kredit. APHT akta yang mengakibatkan timbulnya pembebanan hak
atas tanah bukan dan tidak menyebabkan terjadinya peralihan hak, dengan
demikian maka tanah yang dijaminkan tetaplah merupakan milik pemberi

jaminan, bukan merupakan milik penerima jaminan sehingga semua
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perjanjian/kespakatan yang berhubungan dengan dibuatnya perjanjian pemberian
hak tanggungan harus berasaskan dengan pada pengertian bahwa tanah tetaplah

merupakan milik pemberi jaminan/hak tanggungan sebagaimana diatur pada

Pasal 10 Undang

@Pabila diantara
harus pula
hal domisili
gmbuatan Akta
afly dipilih;

ang dijamin

‘*\ Butan Remy Sjahdeini,

e . d-Dali
2002 : 143-144) Q R o
W

F. Sekilas Mengenai Bank P kyat dan PT. Bank Perkreditan

Rakyat Harta Mandiri.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang
dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR
biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR
banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BPR

merupakan lembaga perbankan resmo yang diatur berdasarkan pada Undang-
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Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah
disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR

sesuai dengan Undang- Undang Perbankan adalah bank yang melaksanakan

panan berupa

l_’ ainnya yang

pada bank lain.
Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, antara lain:
1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu
lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan

transaksi jual beli uang kertas asing (money canger) sebagai
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pedagang valuta asing atas izin Bank Indonesia;
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking

danconcern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke

pada bank lain. sertipikat yang ditawarkan Bank
Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.
(Wibowo pajak, 10 Juli 2021)

PT. Bank Perkreditan Rakyat Harta Mandiri (Perusahaan) merupakan unit

usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Pekanbaru
Provinsi Riau, didirikan pada tanggal 16 Juli 2007 berdasarkan Akta Pendirian
Nomor. 24 yang dibuat dihadapan notaris Achmad Zainudin, SH. M.Kn. Notaris

di Kabupaten Bogor, dan telah mendapatkan pengesahan dari Mentri Kehakiman
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor: C-
01120 HT.01.01-TH.2007, tanggal 24 Oktober 2007.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Harta Mandiri (Perusahaan) memiliki visi

dengan kalimat ‘4 A denuj jahte . s Tiada Sukses Usaha
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perling A ] : 3 ed a rat Kuasa

L\ \g
S
o
S
2

menciptakan

akat yang satu

3G

dengan yan k menghindari

prilaku ma

vataa
5
3

jaminan

hukum kreditur dapat dibedakan 08 (dua) bentuk perlindungan hukum
pertama secara Preventif, yaitu perlindungan hukum yang memberikan
kesempatan untuk mangajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya. Sehingga
perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua

secara Represif, yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaiakan

apabila terjadinya sengketa, pada saat debitur cidera janji maka jaminan yang
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diserahkan kepada kreditur dapat dijualnya melalui pelelangan umum menurut
ketentuan perundang-undangan. (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 39)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Andria Sri Sakbani di

no/Badan Pertanahan

kumnya, yaitu
yang belum
dengan Surat
Kuasa Membebankan Ha ' Ingan (¢ ) i dua) ketentuan

ketentuan pasal

diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah
ditandatangan SKMHT.

Artinya ketika jangka waktu berakhirnya SKMHT telah habis masa
berlakunya maka ketentuan pasal 15 ayat (6) SKMHT tidak dapat ditingkatkan
menjadi APHT karena berakhirnya jangka waktu SKMHT tersebut, oleh sebeb itu

terjadinya batal demi hukum. Berbeda dengan ketentuan khusus sebagaimana
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tercantum padal pasal 15 ayat (5) UUHT yang menyatakan Kketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal SKMHT

diberikan untuk menjamin kredit tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan

' ang Penetapan Batas

..G gan Untuk

lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah dikantor pertanahan. Untuk
memperoleh kepastian mengenai saat pendaftarannya dalam Undang-undang
ditentukan bahwa tanggal buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan setelah
hari ketujuh penerimaan surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran tersebut,
secara lengkap di kantor pertanahan setempat, dan jika hari ketujuh itu jatuh pada

hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal kehari berikutnya.
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Disamping hal tersebut di atas, dalam pembuatan SKMHT yang menjadi

dasar dari pembuatan APHT, juga tetap harus memperhatikan kewenangan yang

dimilikinya oleh pemberi kuasa sebegai pemengang hak. Sejauh mana pemberi

1.

2.

3.

Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
dari pada membebankan Hak Tanggungan;

Tidak memuat kuasa substitusi;

Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah
utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas

debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.

49



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Adanya persyaratan secara substansi seperti dijelaskan diatas, tentunya
terdapat konsekuensi hukum tersendiri, jika syarat tersebut tidak dipenuhi dalam
pembuatan SKMHT. Dalam penjelasan ketentuan pasal 15 ayat (1) UUHT

dijelaskan, apabi

/

akan

5

Budiono

\ L7 )

Ber
Syahbana

perlindunga

Wt

ditingkatk

ﬁk

dan mencu

ditingkatkan pada proses pengikatan Hak Tanggungan, bahwa bank memiliki 2
(dua) solusi perlindungan hukum terhadap kreditur yaitu, yang pertama jika mana
debitur yang berhutang dapat dihubungi dan bersedia berunding/mediasi untuk
melakukan penyelesaian kredit macetnya dengan menyampaikan kendala-kendala
yang dialami oleh debitur dalam melaksanakan proses pengembalian utang,

sehingga bank dan debitur dapat mencari solusinya, seperti bank memberikan
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keringanan berupa menjadwalkan kembali penandatanganan SKMHT dan
memberikan tambahan jangka waktu bagi debitur untuk melunasi pembayaran

hutangnya.

waktu pen
lebih 4 (e

jaminanya &

a
&
Da
o
w
¥el
g

&
e/

debitur terhadap fasilitas kreditnya, bank dapat melakukan eksekusi berdasarkan
penetapan Pengadilan Negeri. (wawancara dengan Bapak Ali Syahbana, Tanggal
30 Juli 2021)

Kreditur memiliki beberapa tindakan — tindakan, baik tindakan preventif
maupun represif untuk menjamin pelunasan kredit suatu debitur. Tindakan

tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindakan yang ditempuh
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melalui litigasi atau pengadilan dan tindakan non litigasi atau tindakan tanpa
melibatkan pengadilan.

Penyelesaian kredit dengan jalur non litigasi lebih menguntungkan

dibandingkan deg al igasi ‘ a0 biaya yang mabhal,
“‘ .ea B, dua pihak
kreditur of i ‘ fidentiality).

Proses pe esalan, sef i @n solusi yang
saling mengumte . ed : ' pl). Tindakan ini
dalam perhahka ebagai 13 : edit. Bank dapat

afkalah atau pun
menang teta

Dengan upaya

yang dilaku

é’& . i ” erubah beberapa syarat

kredit sep

2. Restructuring (penataan kembali) yaitu perubahan syarat —
syarat kredit yang menyangkut panambahan dana bank, dan
konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi
pokok kredit baru. Apabila pihak debitur wanprestasi maka
seluruh atau sebagian bunga akan dibuatkan kredit baru oleh

kreditur.
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3. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian
atau seluruh syarat — syarat kredit yang tidak terbatas pada

perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan

arat yang

iliki itikad

3. Pembebasan bunga dan denda, dengan memberikan keringanan
kepada debitur apabila memiliki itikad baik untuk membayar
atau melunasi hutangnya.

Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi merupakan alternative bagi kreditur

untuk melakukan upaya pengambilan atau pelunasan kredit debitur dengan

melakukan upaya eksekusi jaminan kredit.
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Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi digunakan karena jalur non litigasi
sudah tidak dapat lagi digunakan. Eksekusi atas objek jaminan Hak Tanggungan

diatur dalam pasal 6, pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 20 ayat (2) dan (3)

saan sendiri

elang dengan
eri - setempat,
hak

h tangan yang
dan penerima

dengan dibuatnya akta dibawah tangan maupun akta notaris sebagai dasar
pengikatan kredit, artinya apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi maka
tindakan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan. (wawancara dengan Bapak
Hamler, Tanggal 28 Agustus 2021)

Penyelesaian kredit melalui pengadilan membutuhkan waktu yang relatif

lama, karena kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu
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memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisj). Maka penyelesaian

kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga — lembaga lain dimaksudkan

dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.

diserahkan itu ialah piutang yang adanya dan besarnya telah
pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya
(Penjamin) tidak melunasinya sebagai mana mestinya.

2. Proses gugatan perdata, sesuai dengan klasusal yang tercantum
dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka

apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi
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kredit, maka bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada
pengadilan.

3. Penyelesaian melalui badan arbitrase, dalam perjanjian kredit

i perjanjian

keputusan

acet dengan
ar wanprestasi
(ingkar ja Surat Kuasa
Membebank ak, Te 2 Lebit “fic P afll menjadi  Akta
Pemberian istimewaan hak
seperti an - gala 1dang Jang @Lingan. Kreditur

menggugat na me v al@s' perjanjian kredit

Dalam hal tidak pernah dilakukan somasi atau pemberian surat peringatan, tetapi
kreditur terus mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka debitur baru dianggap
melakukan wanprestasi sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan, bukan sejak
debitur lalai melaksanakan prestasi tersebut. Sesuai Pasal 1239 KUH Perdata,
apabila debitur wanprestasi maka debitur dapat digugat untuk membayar

penggantian kerugian yang diderita kreditur dan membayar bunga.
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Sedangkan menurut Pasal 1266 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut:
a) pemenuhan perikatan,
b) pemenuhan perikatan dengan ganti rugi,
Cc) ganti rugi,
d) pembatalan persetujuan timbal balik,
atalan dengan ganti rugi.

memaksa (force
prgaksa (

PErbuat sesuatu,
mendapatkan

o
ol
K &
ﬁ n biaya, rugi
'y

i Pelanggaran

hak-hak dal : iradanva .kewaii : emudian terkait

fiya suatu perikatan,
dinyatakan lalai
ik sesuatu yang harus

ikar atau dibuat dalam
<
Lo

Debitur dinyatakanilal t‘\““'

1. tidak memenuhi prest

2. terlambat berprestasi (melakukan kewajiban),

3. berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini wanprestasi
baru ada pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur, hal ini
dibutuhkan untuk menentukan tenggang waktu (yang wajar) kepada
debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan sanksi tanggung gugat

atas kerugian yang dialami kreditur.
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Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat
kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam

upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan p

bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan
atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternative yang
dapat dipilih oleh kreditur. sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata,
ganti rugi meliputi :

Biaya (kosten), rugi (scahden), dan bunga (interessen). maka unsur
kerugian dalam hal ini terdiri dari dua unsur, yaitu satu (1) kerugian

nyata diderita (damnum emergens), meliputi biaya dan rugi; dan dua
(2) keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans), berupa bunga.
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Menurut Bapak Hamler suatu bentuk akta otentik yang dibuat Notaris/PPAT
yang dijadikan alat bukti dalam proses dipengadilan jika diperlukan. SKMHT

dalam ketentuannya tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang

ditentukan maka vaktu berlakukanya

‘ ‘ !“““ .0$ an sesudah

juga sekalig enj: ' S kuasa tersebut,

hal tersebut saga dasag~Karena sebagal pejabat um aryang dibuat oleh

Pejabat umum men .* utip oleh Urip Santoso
adalah “seseorang yang ferintah  dengan tugas dan
kewenangannya memberikan pelayanan kepada umum dalam bidang tertentu”.
(Urip Santoso, 2010 : 326)

Pasal 1868 Kitab Undang — undang Hukum Perdata merupakan sumber
dibuat otentisitas akta notaris, dengan syarat — syarat seperti :

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten

overstaan) seorang pejabat umum;
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2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang — undang;

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus

Notaris jugaiime BWenanga ; ' alagh bentuk minuta

akta atau ' ) Na ecara N3 agdrkan ketentuan

dari pada membebankan Hak Tanggungan;
2. Tidak memuat kuasa substitusi;

3. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah
utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas

debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.
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Disamping syarat — syarat diatas, sesungguhnya terdapat pula syarat bentuk
dari suatu akta notaris yang harus dipenuhi bersama-sama dengan syarat — syarat,

seperti telah dijelaskan di atas bahwa, akta notaris agar dapat dinilai sebagai akta

g ditentukan undang-

Wt 0y y

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak

yang berkepentingan;
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d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi

pengenal.

forg
o
o

‘\\\\\ Y R )

B

or dan tanggal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Bentuk dari akta notaris wajib memenuhi ketentuan seperti disebutkan pada

di atas. Sehingga terdapat konsekuensi hukum, apabila salah satu unsur ketentuan

tersebut tidak tercantum dalam suatu akta notaris. SKMHT sebagai akta notaris

dan agar terpenuhi sebagai akta otentik juga harus memenuhi ketentuan tersebut.
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Sehingga SKMHT mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta
otentik.

Bentuk perlindungan lain terhadap kreditur dengan SKMHT yang tidak

ada tanah saja,

13, jaminan resi

adanya utang debitur kepada bank, dengan rencana menggunkan
jaminan yang sedang dalam proses tersebut. Oleh Kkarena itu,
walaupun proses sertipikat sedang berlangsung, penjamin berjanji

akan hadir lagi untuk menandatangani akta jaminan.
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b. Membuatkan Akta kuasa menjual, dalam kuasa tersebut tidak boleh
mengandung unsur-unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi

kuasa, dan pada hakikatnya merupakan permindahan hak atas tanah.

menyatakan
ah misalnya
sudah selesai
tuk hadir lagi

sesuai untuk

baik debitur maupun kreditur. SKMHT yang dibuat dengan akta notaris dalam
Bahasa Indonesia merupakan bentuk kuasa hak atas tanah artinya SKMHT
memiliki kekuataan pembuktian yang sempurna sebeb berbentuk akta notaris.
Undang-undang Hak Tanggungan dalam aturannya menyebutkan hak tanggungan

yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur
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wanprestasi. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh

hak tanggungan kepada para kreditur adalah :

a. Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administrasi;

am asas-asas hak

yang dituangkan dalam perjanjian Kredit tidak dapat dipenuhi oleh debitur
sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh debitur kepada kreditur/bank, maka
dengan ini debitur meminta kepada bank agar memberikan keringanan
(dispensasi) berupa pejadwalan kembali atau penambahan jangka waktu untuk
pembayaran hutang debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu agar dapat

menandatanganan ulang SKMHT.
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Setelah dilakukan semua tindakan yang diminta kepada kreditur, jika
ternyata debitur masih tidak sanggup juga memenuhi kewajibannya untuk

membayar/melunasi hutangnya kepada kreditur, maka debitur dengan ini bersedia

dan menyatakan_g penjual jaminan atas

‘ ‘ hh““‘ .96 na maupun

%‘é

sendiri-sé

e

—
D

dokumen-

ketentuan unasan hutang

2%ALY

debitur kep sisanya, maka

sisa hasil p r. (wawancara

T

dengan IbukK

Fasilite

!\g\\

SKMHT, aga

didaftarkan hakitam etampat, karena secara

tergugat yaitu sampe pada tahap banding, kasasi, dan akan merugikan pihak

kreditur, mengingat proses tersebut dapat menyita waktu yang cukup lama.

Bank harusnya lebih hati-hati dan bijaksana dalam memberikan fasilitas
kredit dengan penggunaan SKMHT, dimana kedudukan bank tidaklah begitu
aman dalam pelunasan kredit yang diberikan kepada kreditur, hal ini dikarenkan

SKMHT bukanlah penjamin melainkan hanya sebagai kuasa untuk kreditur.
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B. Faktor yang mempengaruhi Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) yang tidak dapat ditingkatkan pada proses

pengikatan Hak Tanggungan.

SKMHT an ' Kt Membebankan Hak
gan kepada
tanggungan
atas objek gkt notaris atau
PPAT (Pe T menetukan
bahwa SK Sahnya suatu

SKMHT se ’ ) n akta Al génurut Pasal 15

ukum lain dari

Mekanisme dalam membuat SKMHT sangat penting, dengan membuat
SKMHT vyang selanjutnya ditingkatkan pada pembuatan Akta Pembebanan Hak
Tanggungan (APHT), menjadikan bank yakin bahwa jaminan yang diserahkan
dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur yang tertunggak. Hal ini
didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT bahwa, sertipikat hak

tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-
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kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sertipkat hak

tanggungan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai

pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. (ST. Remy

kepada debitur untuk keperluan investasi atau keperluan konsumsi
bagi debitur, misalnya untuk renovasi rumah, membeli rumah, dan
investasi atau perluasan usaha. Jangka waktu yang diberikan untuk
fasilitas kredit ini cukup Panjang bergantung pada pertimbangan

bank.
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4. Bank Garansi merupakan jaminan dari organisasi pemberi pinjaman.
Bank garansi menandakan bahwa lembaga pemberi pinjaman

memastikan bahwa kewajiban debitur akan terpenuhi. Dengan kata

jibannya, bank akan

in LY gagal _mem -
St L SAN S ]

tanggungan adalah ahli warisnya, maka sebagai ahli waris harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Harus membuat surat keterangan waris;

b. Membayar pajak BPHTB (pajak peralihan hak) dan selanjutnya

dilakukan turun waris ke atas nama ahli waris;
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c. Semua ahli waris yang tertera dalam surat keterangan waris harus
setuju dan menandatangani APHT atau SKMHT;

d. Dalam hal ahli waris ternyata masih dibawah umur, maka harus

geri setempat untuk

Wy
‘I‘ 'P & ‘ r tersebut.

dan penetapan pengadilan Negeri yang menyatakan pembagian harta
gono-gini atas suami-istri tersebut. Jika tidak ada pembagian yang jelas
mengenai harta benda dalam masa perkawinan, maka harus tetap
mendapat persetujuan dari mantan suami atau istri, walaupun mereka

sudah resmi bercerai.
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4. Pengecekan terhadap keaslian dan kondisi sertipikat yang akan

dijaminkan, seperti :

1. Sertipkat asli dan tidak pernah digandakan secara tidak sah;

nan terjadinya
debitur wanpre ) ar kteknya | " atl APHT secara
langsung, enandatangani
SKMHT se pat melakukan

pengikatan hak

andatangani perjanjian kredit;

2. Setelah menerima order dan berkas yang dibututhkan,
Notaris/PPAT mempersiapkan akta dan melakukan pengecekan
sertipikat yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut;

3. Jika hasil pengecekan sudah keluar dari kantor BPN dan akta-akta
yang diminta bank telah disiapkan oleh Notaris/PPAT, maka

Notaris/PPAT memberitahukan kepada pihak bank untuk segera
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dilakukan akad kredit dengan mengadakan janji tentang waktu
penandatangani perjanjian kredit oleh kedua belah pihak dihadapan

Notaris/PPAT. Jika hasil pengecekan sertipikat dinyatakan

melakukan
an dengan

,  pemilik

—
3
@
)
2
c
<
)
5

=\ 2
<"

hak tanggungan, prosedur pembebanan hak tanggungan Panjang,
biaya penggunaan hak tanggungan cukup tinggi, kredit yang
diberikan jangka pendek, kredit yang diberikan tidak besar, dan
debitur sangat dipercaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1996 tentang

Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan
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Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit

Tertentu (Permen Agraria). Salah satu jenis kredit yang

dikecualikan menurut Permen Agraria ini adalah Kredit produktif

+« AN NE \3\\!\ &}

o
@D
>
«Q
D
>
_|
D
=
D
=
=5 3

)r 4 Tahun 19

Pasal 15 ayat (3). Sure ®mbebankan Hak Tanggunganm
mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan
pembuatan Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sesudah diberikan.

Pasal 15 ayat (4). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sesudah diberikan.

Pasal 15 ayat (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit-kredit tertentu, seperti

dilakukan,

kan atas nama

96

yang Berkaitan
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yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4
Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-
Kredit Tertentu (Permen Agraria). Salah satu jenis kredit yang
dikecualikan menurut Permen Agraria ini adalah Kredit produktif yang
diberikan olgh mum dan Bank Perkke Rakyat dengan plafon

jaminan u

harta mandi

didahului proses take over, atau Kare anahnya diluar kedudukan Notaris

selaku PPAT.

SKMHT harus ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT, pemilik
jaminan memberikan kuasa kepada pihak bank untuk melakukan
penandatangani APHT. SKMHT tersebut harus memenuhi persyaratan
mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada pasal 15 UUHT. Tidak

dipenuhinya persyaratan mengenai muatan SKMHT mengakibatkan surat kuasa
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batal demi hukum yang berarti bahwa SKMHT tersebut tidak dapat digunakan
sebagai dasar pembuatan APHT. SKMHT yang telah dibuat tidak dapat ditarik

Kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, dengan demikian

ketentuan mengea 3 Kuasa sebagainfianee dalam pasal 1813,

diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) UUHT tersebut tidak
berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit-kredit tertentu
seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4
Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit

Tertentu (Permen Agraria). Salah satu jenis kredit yang dikecualikan menurut
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Permen Agraria ini adalah Kredit produktif yang diberikan oleh Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafon kredit tidak melebihi Rp50 juta.

Untuk kredit jenis ini, SKMHT berlaku sampai berakhirnya masa berlaku

larutnya
tersebut,

APHT.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 dimana terkait pelayanan pendaftaran
tanah pertama kali, tenggang waktu untuk menyelesaikannya adalah 98 hari. Itu
artinya, lebih dari tiga bulan proses pendaftaran tanah pertama kali yang harus
dihadapi masyarakat agar tanahnya terdaftar.

Melihat waktu yang harus dihadapi untuk melakukan pendaftaran tanah

pertama kali tersebut, jika akan meletakkan jaminan berupa Hak Tanggungan di
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tanah yang belum terdaftar, perlu melalui proses pendaftaran tanah terlebih
dahulu. Berpatokan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) UUHT, dimana

SKMHT harus ditingkatkan menjadi APHT dalam kurun waktu tiga bulan, ini

sudah tidak releyz gka w aran tanah pertama

kali berg “1@ N ‘ “Q“.“ .g

ak Tanggungan
kepada Kantor

(3) Pendaftaran E Ana,.d aksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kanig ] eRgammmebuatkan buku tanah Hak
Tanggungan dan
enjadi objek Hak Tangg & menyalin catatan tersebut pada
sertifikat ha katas tanah yang bersangkutan.

(4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah tanggal hari ketujuh serta penerimaan secara lengkap surat-
surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu
jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal
hari kerja berikutnya;

(5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Artinya SKMHT terkait hak atas tanah yang belum terdaftar dalam

praktek tidak dapat terpenuhi dengan baik karena waktu yang diberikan tersebut
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tidak mencukupi kekurangan waktu tersebut terletak pada proses administrasi
hak atas tanah, sehingga proses pembuatan APHT mengalamai pengunduran

waktu. Disebabkan bentuk dan isi APHT itu sendiri, dimana bentuk dan isi

o
@
)
2 2.
Q
®
I}

TR AR

_ =
BASE 3 Loh B

5 yaitu uraian yang jelas

oleh undang-undang, ¢ .& ““%WR v
mengenai objek hak tanggU pabkan notaris/PPAT tidak bisa
mengerjakan APHT terhadap SKMHT tersebut. Pada uraian yang jelas mengenai
objek hak tanggungan harus:

1. harus diketahui hak atas tanah tersebut berbentuk seperti apa;

2. harus diketahui nomor sertifikat tanah tersebut;

3. harus diketahui luas dari tanah tersebut;

4. harus diketahui Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut;
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5. harus diketahui ada di Provinsi, Kota, Kecamatan, kelurahan, dan nama

jalan dari letak tanah tersebut;

Selanjutnya APHT harus didaftarkan pada Kantor BPN setempat sesuai

a ayat (1)
ku tanah Hak
tanah yang
ersebut pada

ud pada ayat

2 lengkap surat-
etujuh itu

ri bertanggal

q *"-"‘ eknya berupa ha katas

tanah atau NS Q / \_RUmaliPSusun yang sudah terdaftar

atas nama pembg ’L @mﬁ- b selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja setelah pefns akta tersebut menyerahkan kepada

Kantor pertanahan, berkas yang diperlukan yang terdiri dari:

a. surat penghantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan
memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan;

b. surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak
Tanggungan;

c. foto copy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan;

d. sertifikat asli ha katas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang menjadi objek Hak Tanggungan;

e. lembar ke-2 APHT;
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f. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan
untuk disahkan sebagai Salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan
untuk pembuatan sertifikat Hak Tanggungan;

g. Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan menurut
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 Tahun 1992,

1 emerlksaan berkas teragiata berkas tersebut tidak
c e a tidak sesuai dengan

‘W ﬁ "%‘h‘iﬁm eé‘ pun karena pada

kutan dengan
nya pada buku
Atas Satuan Rumah

|bur maka buku
ibef tanggal pada hari
tiadFi Sakbani, Tanggal

yaitu 1 (satu) bulan untuk tanah yang terdaftar atas nama pemilik
jaminan dan 3 (tiga) bulan untuk tanah yang belum terdaftar.
Apabila ada kendala terhadap sertipikat tersebut seperti tanah
yang digunakan untuk menjadi objek jaminan dalam status

diblokir atau dalam sengketa dalam pengadilan, mengakibatkan
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SKMHT habisnya jangka waktu berlakunya dan tidak dapat
menjadi dasar pembuatan APHT.

b. Lamanya proses pembuatan SKMHT menjadi APHT dikantor

pses administrasi

memperbar wa ﬁn‘ orosan akta

SKMHT b3 s/PP u sendiri. N: 0, Kepastiz hukum bagi
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BAB IV

PENUTUP

perlindungan terhadap Ba reditan Rakyat Harta Mandiri dapat
dilihat dari perjanjian kreditnya, bahwa debitur terbukti wanprestasi,
penyelesaian dapat melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke
pengadilan negeri atas debitur wanprestasi dengan mengajukan gugatan
keperdataan dengan menyiapkan perjanjian kredit sebagai bukti

dipengadilan. Perjanjian kredit sendiri mempunyai kekuatan hukum

yaitu dengan dibuatnya akta dibawah tangan maupun akta notaris
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sebagai dasar pengikatan kredit, artinya apabila terjadi cidera janji atau

wanprestasi maka tindakan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan SKMHT tidak dapat ditingkatkan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang
dapat penulis berikan terhadap perlindungan hukum kreditur dengan SKMHT
yang tidak dapat ditingkatkan pada proses pengikatan hak tanggungan, adalah
untuk bank sebaiknya sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur

sebaiknya melakukan analisis kredit dari semua aspek, aspek pemasaran, aspek
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keuangan, aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek jaminan, dengan lebih
berhati-hati lagi sebelum melakukan perjanjian kredit dengan menandatangani

SKMHT. Bagi pihak Notaris/PPAT perlu memastikan terlebih dahulu sebelum

pembuatan SKM : memastikan at administrasi dari
Kantor B aha ouatan, APHT Selz pgka waktu
saat pihak

administrasi
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DAFTAR WAWANCARA

Dengan Hormat,

ditinggkatké la proses : » an® Berdasarkan

Perjanjianfigfe 10 J [ KEeditan Rakyat
janj DUl o Ky

Harta Mandig ar laftar perta aar : jawab rumusan

dungan hukum

terhadap kre g asa e 2 ak Tanggungan
yang tidak da 0ac ak Tanggungan.
Berdasarkan Pe€fje b Padla PT. BPR Harta

Mandiri ?
1) Apakah hal berikan fasilitas kredit
kepada nasabah
2) Bagaimanakah pel3 alamam€mberikan fasilitas kredit kepada

nasabah baru?

3) Apakah upaya yang dilakukan pada saat fasilitas kredit yang diberikan
kepada nasabah mengalami kredit macet ?

4) Pada saat proses penandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan
(APHT), tidak dapat dilakukan karena Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) telah habis masa berlakunya, Apakah upaya yang
akan dilakukan oleh pihak Bank dalam mengatasi hal tersebut?

Rumusan masalah Kedua (2) : Apakah faktor yang mempengaruhi Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak dapat ditingkatkan pada
proses pengikatan Hak Tanggungan. Berdasarkan Perjanjia Kredit No. 49
Tahun 2016 Pada PT. BPR Harta Mandiri ?
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1) Bagaimanakah pelaksanaan dalam memberikan fasilitas kredit kepada
calon nasabah?

2) Apakah kendala yang dihadapai dalam memberikan fasilitas kredit kepada
nasabah?

3) Apakah yang mempengaruhi SKMHT yang tidak dapat ditingkatkan pada

proses pengika

engaruhi Surat
ingkatkan pada

proses pengik a Kredit No. 49

Tahun 2016 Pade

3) Apakah yang mempe
proses pengikatan Hak

Responden 3
Kantor Notaris/Pejabat Pembuatan Akta Tanah

Rumusan masalah Pertama (1) : Bagaimanakah Perlindungan hukum
terhadap kreditur dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
yang tidak dapat ditingkatkan pada proses pengikatan Hak Tanggungan.
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 49 Tahun 2016 Pada PT. BPR Harta
Mandiri ?
1) Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh
pihak Bank dengan calon debitur ?
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2) Berapakah jangka waktu berlakunya SKMHT pada saat sudah
ditandatangani oleh para pihak?

3) Ketika SKMHT tidak dapat digunakan pada proses penandatanganan
APHT, Bagaimanakah perlindungan hukum yang akan diterima oleh pihak
kreditur ketika debitur wanprestasi atau cedera janji?

Rumusan masalah ’ engaruhi Surat
g ingkatkan pada
proses p edit No. 49

APHT di
2) Apakah kendes 0 ! tidak dapat

gkatkan pada

arta Mandiri

ungan hukum
‘! k Tanggungan

2) Apakah up
debiturnya ale

W i
o  SKMET, g o
Apakah upaya perling
kreditur ?

Ka mengetahui bahwa
S ?

andatangani APHT tidak
lah habis masa berlakunya.
yang dilakukan pihak bank selaku

k Ke

Rumusan masalah Kedua (2) : Apakah faktor yang mempengaruhi Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak dapat ditingkatkan pada
proses pengikatan Hak Tanggungan. Berdasarkan Perjanjia Kredit No. 49
Tahun 2016 Pada PT. BPR Harta Mandiri ?
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